
A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

DasarhukumEntitas lnstitut Agama Kisten Negeri (IAKN) Ambon didirikan sebagai salah satu upaya pemerinlah untuk
dan Rercana Stratxis

meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan Tata Kerja entitas
diatur dengan peraturan Badan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.O71t2O12 tentang
Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan
di Jalan Dolog, Halong Atas, Kota Ambon Propinsi Maluku.

IAKN Ambon mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntasi
pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan laporan
l(L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhimya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan
dengan akuntabel, akural, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas IAKN Ambon berkomitmen dengan visi "Terwujudnya Cendekiawan yang
Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai."

Dalam mewujudkan visi tersebul IAKN Ambon melakukan beberapa langkah-langlah slrategis sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani; dan
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bercih dan berwibawa.
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A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2A24 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
keuangan yang dikelola oleh lnstitut Agama kisten Negeri Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan
melalui Sistem Akuntansi lnstansi (SAl) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan
dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi lnstansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu
SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yatu kelompok modul pelaporan
yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas serla basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis
akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saal kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeimtah Nomor 71 Tahun 2010 lentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam
laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses hisloris.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan
yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan
mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dad
lnstitut Agama Kristen Negeri Ambon. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 1871PB,12017 tentang Kodefikasi

Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutame pada akun pendapatan

negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah

sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan bedasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
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(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan I atau Pendapatan direalisasi,
yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada
adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain
yang dipersamakan.

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belania

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN)

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi alau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran alau konsumsi aset atau timbulnya

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi ase! terjadinya penurunan

manfaat ekonomi alau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. AsetLancar
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing

disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

- lnvestasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan

sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang

didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya

surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum letap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak

tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara

ielas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net rcalizable value) . Hal ini

diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan

atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagei berikut:

7Laporan Keuangan IAKN Ambon (579323) Tahun 2024 - AJdited

fulanja



Aset Totap

Kualitas Piutang Penyisihan

Lrncar Belum dilakukan pelunasan
s.d. tanggal jatuh tempo

0.50/o

Kurang Lancar

Salu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan
pelunasan.

100k

Diragukan
Satu bulan terhilung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua
tidak dilakukan pelunasan

5@/o

Macet

1. Satu bulan terhitung sejak
Tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan.

100%

2. Piutang telah diserahkan
kepada panitia Urusan
Piutang Negara/DJKN

- Tagihan Penjualan Angsuran OPA) dan Tuntutan Perbendahataan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan
jatuh lempo 12 (due belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR
atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First ln First Out (FIFO). Dalam
melode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama

kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential)

masuk persediaan. Penggunaan Melode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 teniang
Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 24PMK.0512022 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan melode penilaian ini beBifat prospektif.

Dilerapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan
seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset beMujud yang damanfaatkan oleh pemerinlah maupun unluk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset telap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai saluan minimum kapasitas sebagai berikut :

a. Pengaluaran unluk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu iula rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak lercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebul di atas,
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran unluk tanah, jalan/irigasi/jsringan, dan aset
telap lainnya berupa koloksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Asel Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerinlah yang disebabkan antara
lsin karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak beral tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), alau masa
kegunaannya telah berakhir direklafikasi k6 Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Asel telap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saal
ada usulan penghapusan dari entilas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN / BMD.
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Penyusutan Aset Tetap c

Piutang Jangka Panjang d

Aset Lainnya e

Penyusutan Aset Tetap

Penyusulan Aset Tetap adalah penyesueian nilai sohubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaal dari suatu aset letap.

Penyusulan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;

b. Konstruksi dalam pengerjean (KDP); dan

c. Aset Telap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak
berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
p€nghapusan.

Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semesler lanpa
memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara meEla setiap semester selama
Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/KMK.06/2013 tenteng Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusulan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaal adalah ssbagai berikut:

Penggolongen Maaa manfaat Aaet Te',,p
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 Tahun

Gedung dan Bangunan

Jalan, Jaringan dan lrigasi 5 s.d. 40 Tahun

Asel Tetap Lainnya (Alat Musik Modem) 4 tahun

Piutang Jangka Paniang

- Piutang Jangka Paniang adalah piutang yang diharapkar/dijadwalkan akan diterima dalam
jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran ffPA), Tagihan Tuntutsn Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

As€t Lainnya

- Aset Lainnya adabh aset psmerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka
panjang. Termasuk dalam As6t Lainnya adalah asel tak beMujud, tagihan penjualan angsuran
yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga
(kemilraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercalal neto yaitu sebesar harga perolehan
setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbalas dilekukan dengan metode garis lurus dan nilai
sisa nihil. Sedangkan atas ATB dangan masa manfaal tidak terbatas lidak dilakukan amorlisasi.

Penggolongen Masa matrtaat Aset Tak *twujud

Sofwaro Kompuler 4

Franchise 5

Lisensi, Hak Paten Sederiana, Merk, Desain lndusitri,

Rahasia Dagang, Desain Tata Letak sirkuil Terpadu
'10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa,
Perlindungsn Varie{as, Tanaman Semusim.

20

HakCipla Karya SeniTerapan, Paten Biasa, Perlindungan
Varietas Tanaman Tahunan

HakCipta atas Ciplaan Gol. ll, Hak EkonomiPelaku
Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram

50

HakCipta atas Ciptaan Gol. t 70
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Kewajiban

Ekuitas

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewaiiban
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus
Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang
Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat
pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuibs
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih

lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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